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ABSTRAK

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahundep tindak pidana
perjudian dalam UU No.7 Tahun 1974, serta pemberatmksi hukum bagi
pelaku tindak pidana perjudian dalam UU No.7 Tab@m.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menglganametode
kualitatif dengan pendekatan normatif. Sumber dalam penelitian ini terbagi
dua yakni, sumber data primer dan sumber data dekuAdapun data primer
dalam penelitian skripsi ini adalah UU No.7 Tahu®74 tentang Penertiban
Perjudian dan KUHP. Sumber data sekunder adalah ydatg mendukung atau
data tambahan bagi data primer. Skripsi ini merapdlentuk penelitian kualitatif
tentang sebuah produk UU, maka metode tersebutt ddiganakan untuk
menguraikan secara menyeluruh tentang tindak pigempudian menurut UU
No.7 Tahun 1974, data yang dipakai adalah data yemgifat deskriptif (data
tekstular) yang hanya dianalisis menurut isinyahii@ga menghasilkan sebuah
analisis obyektif dan sistematis.

Judi ataupun perjudian dalam Pasal 1 Undang-undé&omgor 7 tahun
1974 tentang Penertiban Perjudian disebut “Seltagdak pidana perjudian dan
identik dengan kejahatan”, sedangkan pasal 2 UJ Nahun 1974 merupakan
dasar pemberatan pidana.

UU No. 7 Tahun 1974 adalah peraturan perundangngah yang
melakukan perubahan terhadap KUHP tetapi secarsiapaPAdapun beberapa
ketentuan perubahan tersebut adalah merubah aneamaman pidana yang
terdapat: (a)dalam pasal 303 (1) KUHP menjadi mdaenjara selama-lamanya
10 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 25 jutahrud)dalam pasal 542 (1)
KUHP menjadi pidana penjara selama-lamanya 4 tatan denda sebanyak-
banyaknya 10 juta rupiah, (c) dalam pasal 542 (3HR menjadi pidana penjara
selama-lamanya 6 tahun atau denda sebanyak-barydéyuta rupiah, dan
merubah sebutan pasal 542 KUHP, menjadi pasal 803 b

Menurut hukum Islam, segala bentuk perjudian dal@biggap sebagai
sebuah tindak kejahatgjarimah) serta bisa terancam hukuman. Jika dilihat dari
hukum Islam, maka larangan tentang perjudian dkaikgn dengakhamardan
sanksi hukumnyapun disejajarkan dengarimah khamar.Adapun hukuman
jarimah khamardisebutkan dalam kasusnya al-Walid bin Ugbah deriakali
cambukan dan ada yang berpendapat sampai 80 kabukan. Islam sangat
memelihara kesehatan badan, jiwa dan kemanfaatém benda, oleh karena itu
Islam mengharamkakhamardanmaisirfperjudian.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitiam menggunakan

pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama MeAgama Rl dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Rl No. 150 Tahun 1987 Nian05436/U/1987.

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan

| alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< ba>* b be

< ta>* t te

& sa> s\ es (dengan titik di atas
z ji>m ] je

z h{a>‘ h{ ha (dengan titik di bawah
z kha>' kh ka dan ha

2 da>l d de

3 za>| z\ zet (dengan titik di atas
D ra>‘ r er

J zai z zet

o si>n S es

o syi>n sy es dan ye
o= s{a>d s} es (dengan titik di bawah
o= d{a>d d{ de (dengan titik di bawah
L t{a>" t} te (dengan titik di bawah)
L z{a>* z} zet (dengan titik di bawah
& ‘ain ‘ koma terbalik di atas

d gain g -




- fa> f -

S qa>f q -

4 ka>f k -

J la>m I -

B mi>m m -

O nu>n n -

s wa>wu w -

A h>a> h -

e hamzah ' apostrof
¢ ya>' y -

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

-

Jpieaia Muta’'aggidain

b ‘lddah

3. Ta' Marbu>t}ah diakhir kata
a. Bila mati ditulis
ia Hibah

REPEN Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

) Aans Ni'matulla>h

ki3S Zaka>tul-fitri

Xi




4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama
______ Fath}ah a A
Kasrah [ I
e D{ammah u u

5. Vokal Panjang

a. Fath}ah dan alif ditulis a>
ddals Ja>hiliyyah

b. Fath}ah dan ya> mati ditulis a>

e Yas'a>

c. Kasrah dan ya> mati ditulis i>

e Maji>d

d. D{ammah dan wa>wu mati u>

=Y Furu>d

6. Vokal-vokal Rangkap
a. Fath}ah dan ya> mati ditulis ai
AR Bainakum

b. Fath}ah dan wa>wu mati au
Js# Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisalkan dengan

apostrof
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se
we

il A’antum

A Sa oY Lain syakartum

8. Kata sandang alif dan lam
a. Bila diikuti huruf gamariyah ditulis al-
Al Al-Qur'a>n

ol Al-Qiya>s

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan mengdakan huruf
syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkauoftak-nya.

glaud) As-sama>’

i) Asy-syams

9. Huruf Besar
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapitalak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan jugand®ginaan seperti yang
berlaku dalam EYD, di antara huruf kapital digumakantuk menuliskan
huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bim@ diri itu didahului
oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huapitdd tetap huruf awal

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10.Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat
Dapat ditulis menurut penulisannya.

o8l (553 Zawi al-fur>ud

il Jal Ahl as-sunnah
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negagberdasar atas
hukum (rechtsstaat)dan bukan Negara atas kekuas@aachtsstaaf)maka
kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segédayga Setiap perbuatan
harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kécugééitentuan tersebut
tercermin dalam pokok-pokok pikiran yang terkandwaam Pembukaan
UUD 1945 alinea keempat yang menyebutkan bahwa :

“....membentuk suatu pemerintahan negara Indonesiangya

melindungi segenap bangsa Indonesia dan selurutpabndarah

Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, measted

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertidania yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan |laadi
sosial....berdasarkan Pancasila.”

Berkaitan dalam masalah judi ataupun perjudian yamsah semakin
merajalela dan merusak sampai ke tingkat masyangay paling bawah
sudah selayaknya apabila permasalahan ini bukandiagggap masalah
kecil. Masalah judi maupun perjudian merupakan aindriminal yang

menjadi kewajiban semua pihak untuk ikut serta meggalangi dan

memberantas sampai ke tingkat yang paling tinggi.

1 Jimly Asshiddigie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesi&]akarta:
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MahkamabhtitigsisR|, 2006), him. 69.



Perjudian ini merupakan salah satu bentuk penya&égyarakat, satu
bentuk patologi sosiglSejarah perjudian sudah sejak beribu-ribu tahung ya
lalu, sejak dikenalnya sejarah manusia.

Perjudian hampir di mana-mana, tidak terkecuafiegjeri ini. Dalam
hukum positif maupun hukum Islam perjudian merupagarmainan yang
dilarang dan termasuk kategori kejahatan. Selaygutmasyarakat umum
menganggap tindak judi itu sebagai tingkah lakakKi@dsusila, disebabkan
oleh ekses-eksesnya yang buruk dan merugikan. #dtapi akhir-akhir ini
muncul sebuah fenomena vyaitu untuk melokalisasigarjudian sebagai
upaya untuk memberantas perjudian dan meminimadigk negatif yang
ditimbulkan oleh judi.

Pada tahun 2010, Suyud, Mr. Liem Dat Kui sebagangien dan
Farhat Abbas sebagai pengacara mengajuldadicial Review untuk
melegalkan judf, hadirnya lokalisasi judi tidak akan berdampak Ipasia
budaya masyarakat di Indonesia. la menilai judiyaekedar hiburan.

“Judi hanya hiburan, sementara tingkat kecerdasasn doudaya

masyarakat sudah tinggi sekali. Sah-sah saja k#balisasi (judi)
dibanguri.®

2 Patologi Pathos= penderita, penyakit): semua tingkah laku yangebgangan
dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kedethaan, moral, hak milik, solidaritas
kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplinbalean, dan hukum formal. Kartini
Kartiono,Patologi Sosia(Jakarta: Rajawali Pers, Jilid |, Ed. 2, 2009mhl.

3 Kartini Kartiono,Patologi Sosial . . him. 57.

4 Ringkasan Permohonan Perkara Registerasi Nom&URENIII/2010 Tentang
KUHP dan Undang-Undang Penertiban Perjudian “LegaliPerjudian”.

>*Mahkamah Konstitusi Diminta Melegalkan Perjudian,”
http://202.153.129.35/berita/baca/ltdbce9436640aBkamah-konstitusi-diminta-
melegalkan-perjudian. Diakses pada tanggal 18 [&42



Pada hakekatnya, perjudian adalah perbuatan yanggntagan
dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukseria
membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan méayatzngsa dan
negara. Ditinjau dari kepentingan nasional, pemggaraan perjudian
mempunyai ekses yang negatif dan merugikan terhauajal dan mental
masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Rerjmderupakan salah
satu penyakit masyarakat yang manunggal dengarndtaja yang dalam
proses sejarah dari generasi ke generasi ternglatarhudah diberantas. Oleh
karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menerdudian, perjudian
terbatas pada lingkungan sekecil-kecilnya dan nddrnya ekses-ekses
negatif yang lebih parah untuk akhirnya dapat berhmeelakukan perjudiah.

Masalah perjudian diatur dalam pasal 303 dan 38XhkiHP jo UU
No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudianmenunjukkan bahwa
perjudian dalam KUHP hanya diatur dalam dua paaau ytitel (bab) XIV
yang berjudul "kejahatan terhadap kesusildai$ehubungan dengan itu
menurut Van Bemmelen dan Van Hattum, sebagaimandigioleh P.A.F
Lamintang mengatakan:

"Ditinjau dari sejarahnya, penempatan tindak pidangang

dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatlam pasal 303

KUHP sebagai suatu tindak pidana terhadap kesusiléa sudah
tepat”.®

6 Bambang SutiyosoAktualita Hukum dalam Era Reformagilakarta: Grafindo,
2004), him. 96.

" Leden MarpaungKejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevemsin
(Jakarta:Sinar Grafika, 2008), him. 80.

8 P.A.F LamintangDelik-Delik Khusus (Tindak-Tindak Pidana Melangdésrma-
Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutddgkarta: Sinar Grafika, 2009), him. 282.



Pada perkembangannya perjudian merupakan suatbakapayang
berdampak sangat luas, keluasannya dapat ditigaudda segi. Dari seqgi
orang yang melakukan tindak pidana perjudian, dpaktatusnya sebagai
mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, merekey yurut serta
melakukan maupun mereka yang membujuk dilakukartim@ak pidana
perjudian, misalnya tidak sedikit orang yang suklatenduan berjudi, berani
membunuh istri atau anak sendiri atau sebaliknyarasg anak tega
membunuh orang tuanya sendiri. Dari sisi moral kbed dekadensi moral
dan rapuhnya mental pribadi seseorang.

Perjudian dalam Agama Islam merupakan perbuatam dap
tergolong perbuatan syaitan yang harus segeragdélkan, sama halnya
dengan minum-minumakhamar.Hal ini sebagaimana disebutkan dalam al-

Quran:
Ol Jas o oomy Y3V ClaiWly oy ot W sl D) Ll

9Oj,>=l.§5 vﬁ.«} 8 g3

Agama Islam melarang semua bentuk kejahatan apa gotinya
semua perbuatan yang menimbulkand}arat bagi diri sendiri, orang lain
maupun lingkungan. Para pelaku tindak pidana pemubdarus mendapatkan
sanksi atau hukuman sesuai dengan asas keadialgnbgalaku. Hukuman
dalam Islam mempunyai tujuan untuk menciptakan ritetaman individu

dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatgrbisa menimbulkan

9 Al-Ma>idah (05):90



kerugian terhadap anggota masyarakat baik yangebasakn dengan jiwa,
harta dan kehormatan seseor&hgelain itu hukuman ditetapkan untuk
memperbaiki individu, menjaga masyarakat dan testibial** Di sisi lain
pemberian suatu hukuman adalah sesuai dengan ktupgap Syari'at Islam,
yaitu merealisasikan kemaslahatan umat dan sekatigmegakan keadildf.
Bagaimana konsep tindak pidana perjudian yang padalnya
merupakan tindakan yang bertentangan dengan kamosinamun pada
perkembangannya menjadi tindak kejahatan, makarssdebih mendalam
penulis akan membahasnya dalam bentuk skripsi depghul “Islam dan

Perjudian (Studi atas UU No. 7 Tahun 1974 TentasmeRiban Perjudian)”.

Pokok Masalah

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakanastsrgurat
pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicajikaabannya? Bertitik
tolak pada keterangan itu, maka dari sekelumit pamaa yang tertuang pada
uraian latar belakang di atas secara spesifik kafialam skripsi ini
difokuskan pada dua pokok masalah yang akan dgadgembahasan dalam

skripsi ini, yaitu:

10 Makhrus Munajat,Dekontruksi Hukum Pidana IslanfYogyakarta: Logung,
2004), him. 52.

11 A, Jazuli,Figh Jinayat (upaya menanggulangi kejahatan dalatan), (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2000), him. 25.

12 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddie&glsafah Hukum Islam(Semarang:
Pustaka Rizki Putra, 2001), him.163.

13 Jujun S. SuriasumantrFilsafat llmu Sebuah Pengantar Populeret. ke-7,
(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), him. 312.



1. Bagaimana konsep tindak pidana perjudian dalam QU/Nrahun 19747
2. Bagaimana pemberatan sanksi hukum bagi pelaku ktingidana

perjudian dalam UU No.7 Tahun 19747

C. Tujuan Dan Kegunaan
Tujuan penelitian adalah salah satu faktor pentiteam suatu
penelitian, sebab tujuan ini akan memberikan gaarbatentang arah
penelitian yang akan dilakukan. Sebagai konsekuedari pokok
permasalahan, maka tujuan penelitian ini dapatdigkan sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui konsep tindak pidana perjudiaarddUU No.7 Tahun
1974.
2. Untuk mengetahui pemberatan sanksi hukum bagi peiiakiak pidana
perjudian dalam pasal 2 UU No.7 Tahun 1974.
Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:
1. Sebagai konstribusi pemikiran bagi pengembangam ipengetahuan.
Khususnya di bidang hukum pidana (Islam).
2. Menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang hydidama

(Islam) khususnya tentang tindak pidana perjudian.

D. Telaah Pustaka
Telaah pustaka merupakan uraian yang berfungsi ecégikan
informasi tentang penelitian-penelitian atau kakgaya ilmiah lain yang
berhubungan dengan penelitian yang akan diteldr éigak terjadi duplikasi

atau pengulangan dengan penelitian yang telah Relagan telaah pustaka



semua konstruksi yang berhubungan dengan penelidag telah tersedia
kita dapat menguasai banyak informasi yang berhgdrurdengan penelitian
yang kita lakukari*

Ahmad Hanafi, dalam bukuny@sas-asas Hukum Pidana Islam
menjelaskan bahwa hukumada’zir ialah hukuman yang dijatuhkan atas
jarimah-jarimah yang tidak dijatuhi hukuman yang telah ditentukadah
hukum syari’at, yaitgarimah- jarimah hudu>ddangis}a>s}-diyat*®

Makhrus Munajat, dalam bukunytukum Pidana Islam Di Indonesia
menjelaskan bahwgarimah yang berkaitan dengan harta adajahimah
pencurian dan perampokan. Apabila kedua jarimaebert syarat-syaratnya
telah dipenuhi maka pelaku dikenakan hukurh@ad. Akan tetapi, apabila
syarat untuk dikenakah}ad tidak terpenuhi maka pelaku tidak dikenakan
hukumanh}ad, melainkan hukumata’zi>r. Jarimah yang termasuk jenis ini
antara lain seperti percobaan pencurian, pencopptrcurian yang tidak
mencapai batas nisbah dan perjudfan.

Skripsi Imron Rosyid (NIM 062211024 / IAIN), yanigerjudul
“Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudiatamh Pasal 2 UU
No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian d&anspektif Hukum

Pidana Islam”, menjelaskan bahwa menurut hukummistegala bentuk

14 Consuelo G. Sevilla, et.eAn Introduction to research MethodBerj. Alimuddin
Tuwu,”Pengantar Metode Penelitian”, (Jakarta :l#98r 1993), him. 31.

15 Ahmad Hanafi,Asas-asas Hukum Pidana Islaffakarta:PT Bulan Bintang,
1993), him. 299.

16 Makhrus MunajatHukum Pidana Islam Di IndonesigYogyakarta: Penerbit
Teras, 2009), him.194.



perjudian dapat dianggap sebagai sebuah tindak&teya(jarimah) serta bisa
terancam hukuman.

Skripsi Muh Arifin (NIM 2199096 / 1AIN), yang berful “Analisis
Pendapat DR.Fuad Muhammad Fahruddin tentang LattakTTermasuk
Kategori Maisir’, menjelaskan bahwa menurut DR.Fuad Muhammad
Fahruddin, lotre tidak termasuk ke dalam kategoaisifjudi yang di
haramkan. Dengan alasan karéhat maisir/judi itu tidak terdapat disana.

Skripsi Fuji Choirul Amar (NIM 2102029 / IAIN), yanberjudul “
Studi Analisis Terhadap Pemikiran lIbrahim Hoseriaieg Judi’, menjelaskan
bahwa menurut pemikiran Ibrahim Hosen setelah m&kak penelitian
secara mendalam dan seksama dengan mempelajash yang
mengharamkammaisir/judi, meneliti hakekaimaisir Arab dimana ayat al-
Quran yang mengharamkanaisirjudi itu diturunkan dengan mempelajari
'illat dan hikmahnya kenapaaisirjudi itu diharamkan.

Sedangkan Skripsi penulis yang berjudul “Islam Banudian (Studi
atas UU No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudikan membahas
dua hal pokok, yaitu pertama konsep tindak pidarpugian dalam UU No.7
Tahun 1974, kedua pemberatan sanksi hukum bagkwpdladak pidana
perjudian dalam UU No.7 Tahun 1974 dalam perspéktium pidana Islam.

Dengan demikian menurut hemat penulis, penelitiatvélum pernah
dilakukan oleh penulis lain. Terlebih penulis dalamenganalisis masalah

perjudian adalah dengan perspektif hukum pidamanisi



E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini mengkana
pendekatan atau metode kualitafikarenanya metode pengumpulan data
dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulaa Idatary
research® yang mengandalkan atau memakai sumber karya tulis
kepustakaan. Metode ini penulis gunakan dengann jateembaca,
menelaah buku-buku dan artikel yang berkaitan derigema penelitian
ini.
2. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini terbagi dua yakamber data
primer dan sumber data sekunder.
a. Sumber Data Primer
Sumber data primer adalah data yang didapat olahlipedari objek
penelitian sebagai sumber informasi yang dit&lil\dapun data primer
dalam penelitian skripsi ini adalah UU No.7 Tahu@74 tentang
Penertiban Perjudian.
b. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah data yang mendukuwngattatambahan

bagi data primer. Data sekunder merupakan data tidak langsung

17 Hadawi dan Mimi Martin, Penelitian Terapan,(Yogyakarta: Gajahmada
University Press, 1996), him. 174.

18 Sutrisno HadiMetodologi ResearclfYogyakarta: Andi Ofset, 1997), him. 9.

19 saifuddin AzwarMetode Penelitian(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), him.
91.
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diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitianAYaSebagai data
sekunder dalam penelitian ini adalah tentang tingédtana dan
perjudian yang pernah ditulis oleh orang lain. Daaam buku-buku
tersebut adalaliAsas-asas Hukum Pidana Islamyang ditulis oleh
Ahmad Hanafi, bukiHukum Pidana Islam Di Indonesiayang ditulis
oleh Makhrus Munajat,Hukum Pidana Islam“ yang ditulis oleh
Zainuddin Ali, buku ‘Aktualita Hukum dalam Era Reformasyang
ditulis oleh Bambang Sutiyoso, serta Adami Chazdalam bukunya
“Tindak Pidana Mengenai Kesopanardan buku-buku lainnya yang
berhubungan dengan pokok permasalahan.
3. Analisis Data
Dalam menganalisis data dalam skripsi ini, penmenggunakan
beberapa metode, yaitu:
a. Deskriptif Analisis

Deskriptif Analisis(Descriptive Analisysyang bertujuan memberikan
deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarké#an ydang diperoleh
dari subyek yang diteliit Dimana skripsi ini merupakan bentuk
penelitian kualitatif tentang sebuah produk Undandang, maka
metode tersebut dapat digunakan untuk menguraikacars
menyeluruh tentang tindak pidana perjudian menuUtutNo.7 Tahun

1974 tentang Penertiban Perjudian.

20 |bid.,

21 bid, him.126
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b. Analisis Isi
Analisis isi(content analisysinengunakan metode ini karena sebagian
sumber data dari penelitian ini berupa informasn dserupa teks
dokumen. Maka penulis dalam menganalisis mengunplga teknik
analisis dokumen yang sering disebut dengantent analisy$® Di
samping itu, data yang dipakai adalah data yangifaedeskriptif (data
tekstular) yang hanya di analisis menurut isifiyaSehingga

menghasilkan sebuah analisis obyektif dan sisteffati

F. Sistematika Pembahasan
Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini,antdddam
sistematika penulisan skripsi disusun terdiri dama bab, dan masing-
masing bab dibagi atas sub-sub bab. Masing-masialy imembahas
permasalahan tersendiri, tetapi masih saling berkaintara satu bab dengan
bab berikutnya. Secara global sistematika penulisanadalah sebagai

berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan sebagaaptar secara
keseluruhan, sehingga dari bab ini akan diperobhbgran umum tentang
pembahasan skripsi ini. Bab pertama ini memuat latdakang masalah,
pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustadade penelitian, dan

sistematika pembahasan.

22 Consuelo G. Sevilla.et.alAn Introduction...him. 85.

23 Sumardi Suryabratdjletodologi Penelitian(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
1998), him. 85.

24 Noeng MuhadjirMetodologi Penelitian KualitatifiJakarta: Rake Sarasin, 1996),
him. 49.
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Bab kedua, merupakan ketentuan tentgagmah, ‘uqubah dan
maisir. Dalam menjelaskan landasan teori yang akan dibajati:
Pengertian jarimah, unsur jarimah dan pembagiannya, Pengertian
hukumanUqubah, Prinsip-prinsip  tujuan dan macam-macam
hukumantiqubah Serta dibahas tentang pengertimaaisiv perjudian dalam
hukum Islam, dasar hukumnya, serta sanksinya.

Bab ketiga, merupakan ketentuan hukum terhadapkypelmdak
pidana perjudian dalam UU No.7 Tahun 1974. Dalamibeamengemukakan
tentang latar belakang munculnya UU No. 7 Tahun4l9elanjutnya
membahas tentang perjudian dalam perspektif hukositippserta ketentuan
sanksi tindak pidana perjudian.

Bab keempat, analisis terhadap tindak pidana peanudalam UU
No.7 Tahun 1974. Dalam bab ini dimulai dengan mealjsis bagaimana
reorientasi konsep tindak pidana perjudian dalam N&7 Tahun 1974.
Selanjutnya menganalisis bagaimana penyesuaiangsatabh sanksi hukum
terhadap pelaku tindak pidana perjudian.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi tentarsgripulan dan
saran-saran Skripsi ini juga dilengkapi dengan lengampiran penting

lainnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Bertolak dari pokok masalah dan uraian hasil pgaelidan analisis
yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maken dalsan skripsi ini
dapat ditarik beberapa simpulan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertibanudian
merupakan ketentuan atau peraturan perundang-uaglangang
menetapkan dan merubah beberapa ketentuan yangladala KUHP.
Adapun perumusan dan penetapan ketentuan sanksinapidleh
pembentuk undang-undang diatur dalam Pasal 30330a&nbis, yang
kedua pasal tersebut adalah kejahatan.

Dalam rangka penertiban perjudian, pasal 303 KU&tBebut dipertegas
dengan UU. No.7 1974, yang di dalam pasal 1, mengamua tindak
pidana judian sebagai kejahatan. Di sini dapatladii@n bahwa semua
bentuk judi tanpa izin adalah kejahatan tetapi lsebeahun 1974 ada
yang berbentuk kejahatan (pasal 303 KUHP), ada yhebentuk

pelanggaran (pasal 542 KUHP) dan sebutan pasaK&#4#P, kemudian

dengan adanya UU.No.7 1974 diubah menjadi pasabB0RUHP.

2. Mengenai kejahatan perjudian dimuat dalam pasalUlL Nb.7 Tahun
1974, sedangkan pada pasal 2 merupakan dasar @eambpidana. Dalam

pasal 2 ayat (1) UU. No.7 1974 hanya mengubah aatdmkuman pasal

60
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303 ayat (1) KUHP dari 8 bulan penjara atau deretanggi-tingginya
90.000 rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamdflytahun atau
denda sebanyak-banyaknya 25 juta rupiah. Di dalasal@B03 ayat (1)-1
Bis KUHP dan pasal 303 ayat (1)-2 Bis KUHP mempetbancaman
hukuman bagi mereka yang mempergunakan kesemgataa,turut serta
main judi, diperberat menjadi 4 tahun penjara atlnda setinggi-
tingginya 10 juta rupiah dan ayat (2)-nya penjatutteukuman bagi
mereka yang pernah dihukum penjara berjudi selamahya 6 tahun

atau denda setinggi-tingginya 15 juta rupiah.

B. Saran-saran

1. Mengingat masalah perjudian sudah menjadi penyakiit masyarakat,
maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistertidék hanya dari
pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetgpi gari kesadaran
hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sdara bahu
membahu menanggulangi dan memberantas semua lpemjuéian.

2. Konsep perjudian menurut KUHP ini adalah konsep@m@rang Belanda,
dan bukan konsep-konsep asli yang berdasarkan nilai yang hidup
menurut masyarakat Indonesia. Ke depan dalam pdokzen dan
semangat pembaharuan hukum nasional diperlukao se@tientasi nilai-

nilai filosofis bangsa Indonesia.
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BAB |

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguh
(meminum) khamar, berjudi, (berkorban untt
berhala, mengundi nasib dengan panah, ag
Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauh
perbuatan-perbuatan itu agar kamu mend

keberuntungan.

BAB Il
Segala larangan syara’ (melakukan hal-hal y
dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yi
diwajibkan) yang diancam dengan hukuman

dan ta’'zir.

Sesungguhnya Kami mengutus kamu seb
saksi, pembawa berita gembira dan pem
peringatan, supaya kamu sekalian berir
kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatk
(agama)Nya, membesarkan-Nya. dan berta
kepada-Nya di waktu pagi dan petang.

Hukuman adalah pembalasan yang ditetay

nya

alah
lah
apat

ang
Ang
had

kan

untuk memelihara kepentingan masyarakat,

karena adanya pelanggaran atas ketent

uan-

ketentuan syara’.
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40

46

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar
judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat g
yang besar dan beberapa manfaat bagi man
tetapi dosa keduanya lebih besar
manfaatnya". dan mereka bertanya kepad
apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " y
lebih dari keperluan." Demikianlah Allg
menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu suf
kamu berfikir,
Hai orang-orang yang beriman, Sesungguh
(meminum) khamar, berjudi, (berkorban untt
berhala, mengundi nasib dengan panah, ac
Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauh
perbuatan-perbuatan itu agar kamu mend
keberuntungan.

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hen
menimbulkan permusuhan dan kebencian
antara kamu lantaran (meminum) khamar
berjudi itu, dan menghalangi kamu d
mengingat Allah dan sembahyang; Mz
berhentilah kamu (dari mengerjakan peker;j
itu).

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra, katany
Sesungguhnya seorang lelaki yang memirn
arak telah dihadapkan kepada Nabi s
kemudian baginda telah memukulnya den

dua pelepah kurma sebanyak 40 kali.
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1974
TENTANG
PENERTIBAN PERJUDIAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHAESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.

bahwa perjudian pada hakekathya bertentangan derfygaima,
Kesusilaan dan Moral

Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan kdaidupan
masyarakat, Bangsa dan Negara;

bahwa oleh karena itu perlu diadakan usaha-usatgk umenertibkan
perjudian,

membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnyatuku akhirnya
menuju kepenghapusannya

sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia;

bahwa ketentuan-ketentuan dalam. Ordonansi tangg®aret 1912
(Staatsblad Tahun 1912

Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali dirdzah ditambah,
terakhir dengan

Ordonansi tanggal 31 Oktober 1935 (Staatsblad Aat2B5 Nomor
526), telah tidak sesuai lagi dengan perkembangaddan;

bahwa ancaman hukuman di dalam pasal-pasal Kitataig-undang
Hukum Pidana

mengenai perjudian dianggap tidak sesuai lagingelai perlu diadakan
perubahan dengan memperberatnya;

bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diggas disusun
Undang-undang tentang Penertiban Perjudian.

Mengingat:

1.
2.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1Pdaal 20 ayat (1);
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat NomMPR/1973
tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.

Mengingat pula:

1.

2.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 303 aya(Zldan (3) dan
Pasal 542 ayat (1) dan (2);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokokipok
Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Repubtiknesia Tahun
1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republiniegia Nomor
3037).



Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Repuididnesia.
MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN

Pasal 1
Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagshdian.

Pasal 2
1. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (IabKi
Undang- undang Hukum Pidana, dari Hukuman pergel@ma-lamanya
dua tahun delapan bulan atau denda sebanyakbarmyakmpbilan puluh
ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamasgguluh tahun
atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh limagptaf.

2. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (ap Kindang-
undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selamadya satu
bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu danes rupiah,
menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tatan denda
sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.

3. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (ap Kindang-
undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selamasya tiga
bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu liatas rupiah
menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam talam @enda
sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

4. Merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis.

Pasal 3
1. Pemerintah mengatur penertiban perjudian sesuagaae jiwa dan
maksud Undang-undang ini.
2. Pelaksanaan ayat (1) pasal ini diatur dengan UearatPerundang-
undangan.

Pasal 4
Terhitung mulai berlakunya peraturan Perundang-ogata dalam rangka
penertiban perjudian dimaksud pada Pasal 3 Undadgnag ini,
mencabut Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (Staatsbktln 1912
Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali dirudzah ditambah,
terakhir dengan Ordonansi tanggal 31 Oktober 1$%3&atsblad Tahun
1935 Nomor 526).

Pasal 5
Undang-undang ini berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintalpengundangan
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembiegara
Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 6 Nopember 1974
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.

SOEHARTO
JENDERAL TNI

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 6 Nopember 1974
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.

SUDHARMONO, S H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR
54
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CURRICULUM VITAE

: Muhamad Bayu Angga

: Magelang, 28 Oktober 1990

> Islam

: Kebonagung Wetan, Jogomulyempuran , Magelang,
Jawa-Tengah.

: Pondok Pesantren Al-Munawwir Kagl Klaten, Jawa-

Tengah.

: H. Zaenal Sholikin
: Hj. Nur Faizah
: Kebonagung Wetan, Jogomulyo, Tempuran geVéng,

Jawa-Tengah.

» Sekolah Dasar Negeri Jogomulyo I, Tempuran ,

Magelang, Jawa-Tengah, tahun 1996/2000.

» Sekolah Dasar Negeri Jumeneng Lor, Sumberadi, Mlati

Sleman, Yogyakarta, lulus tahun 2001/2002.

» Madrasah Tsanawiyah Negeri Sleman Kota, Sleman-

Yogyakarta, lulus tahun 2004/2005.

» Madrasah Aliyah Raudlatul Ulum Guyangan, Trangkil,

Pati, Jawa Tengah, lulus tahun 2008/2009.

» Fakutas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta, masuk tahun 2009/2010 dan lulus tahun
2014/2015.
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